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Abstract

This research discusses the potential debt-trap as a threat for Lao PDR, within China's
diplomacy in their development cooperation for China-Lao Railway. The discourse of
China’s debt-trap diplomacy has been analyzed among international relations scholars,
especially its relevancy with her Belt and Road Initiative (BRI) framework. China's
cooperation projects with countries worldwide under BRI are seen as containing debt-trap
character due to its funding scheme that is considered as unsustainable debt. This leads
the debtor to experience payment difficulties and thus compromise her strategic national
assets as collateral. Therefore, this qualitative research aims to describe the China-Lao
Railway project as one of the development projects under the cooperation between two
countries, to explain the characteristic of China's debt-trap diplomacy, and mainly focuses
to analyze the potential threat coming from this project viewed as potential debt-trap
diplomacy. This research uses debt-trap dijplomacy concept and structural power theory in
analyzing the secondary data. The result shows that TLR creates and strengthens China's
structural power over Lao PDR in finance, transportation, and welfare. Especially in the
financial aspect, the established structural power potentially builds unsustainable debt for
Lao PDR.
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Pendahuluan
Pada tahun 2013 Presiden Tiongkok, Xi Jinping mempromosikan Inisiasi One Belt One Road
(OBOR) yang kini lebih dikenal sebagai Beflt and Road Initiative (BRI) sebagai salah satu
kebijakan luar negeri strategisnya. Inisiatif ini merupakan proyek konektivitas ambisius
Tiongkok melalui pembangunan infrastruktur dan jalur transportasi darat dan laut yang
menghubungkan negaranya dengan kawasan Asia, Eropa, dan Afrika (Wibawati, 2018).
BRI terbagi dalam 2 proyek utama vyaitu Silk Road Economic Belt dan 21 Century Maritime
Silk Road (Cai, 2017).

Silk Road Economic Belt sebagai jalur darat bertujuan menghubungkan provinsi
tertinggal bagian barat Tiongkok dengan Eropa melalui Asia Tengah. Sedangkan 27¢
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Century Maritime Silk Road sebagai rute laut bertujuan menghubungkan provinsi pesisir
Tiongkok yang kaya dengan kawasan Asia Tenggara hingga Afrika melalui pelabuhan dan
jalur kereta api. Proyek raksasa lintas-benua ini diperkirakan akan menggunakan 34
sumber energi dengan target 4,4 miliar populasi di 67 negara sehingga mewakili 63% dari
total populasi global (ZiroMwatela & Changfeng, 2016: 11). Pengeluaran Tiongkok untuk
BRI diperkirakan akan mencapai 100 miliar Dolar AS per tahun (Anam, 2018). Secara
normatif dapat dikatakan bahwa BRI bertujuan untuk membuka rute ekonomi tambahan
di luar negeri dengan janji mempromosikan pertumbuhan bersama, integrasi regional, dan
pemerintahan global (Christopher, 2015).

Inisiatif ini kemudian juga melahirkan berbagai pertanyaan dan menjadi sebuah
isu baru di kalangan para akademisi dan sarjana hubungan internasional. Hal ini
disebabkan karena salah satu bentuk strategi atau instrumen Tiongkok untuk mencapai
ambisi BRI ialah melalui pendanaan berupa utang yang luar biasa besar kepada negara-
negara debiturnya, yang sebagian besar adalah negara berpendapatan rendah dan
menengah ke bawah (meskipun cukup banyak negara berpendapatan tinggi yang juga
bergabung dengan BRI). Beberapa pihak menilai strategi diplomasi ekonomi Tiongkok ini
melahirkan jebakan utang di mana utang yang diberikan melebihi kemampuan negara
debiturnya, sehingga dikhawatirkan di kemudian hari hanya akan menyeret negara
debiturnya ke dalam krisis utang. Pada akhirnya sebagai kompensasi atas ketidakmampuan
melunasi utang, pengalihan kontrol dan kepemilikan aset berharga dari negara debitur
kepada Tiongkok menjadi salah satu konsekuensi tak terelakkan yang harus diterima.
Strategi diplomasi ekonomi Tiongkok ini kemudian sering disebut atau lebih dikenal sebagai
debt-trap diplomacy (Chellaney, 2017).

Salah satu contoh kasus yang paling sering disebutkan sebagai rujukan atas /su
debt-trap dijplomacy Tiongkok adalah kasus pelabuhan Hambantota (Pelabuhan
Magampura Mahinda Rajapaksa) di Sri Lanka. Pelabuhan ini dinilai berlokasi strategis bagi
realisasi BRI karena melintasi rute perdagangan Samudra Hindia yang menghubungkan
Eropa, Afrika, dan Timur Tengah ke Asia (Gopaldas, 2020). Pelabuhan ini mulai beroperasi
pada November 2010 dan 85% pembangunannya dibiayai oleh Exim Bank of China. Ketika
beroperasi, pelabuhan ini tidak memiliki profit yang tinggi ditambah Sri Lanka tidak dapat
membayar kembali pinjaman dari Tiongkok, sehingga pada tahun 2017 Sri Lanka setuju
untuk memberikan Tiongkok kendali atas saham ekuitas pelabuhan dan sewa 99 tahun
untuk mengoperasikannya (Hillman, 2018). Selain kasus Pelabuhan di Sri Lanka, berbagai
program pembangunan infrastruktur negara-negara lainnya juga menjadi tujuan
pendanaan oleh Tiongkok. 7he ASEAN Post (2018) melaporkan, negara-negara seperti
Montenegro, Kyrgiztan, Tajikistan, Nepal, Djibouti, Pakistan, Myanmar dan Laos adalah
contoh beberapa negara yang juga berada di bawah ancaman implikasi dari debt-trap
diplomacy Tiongkok.

Laos menjadi fokus penelitian dalam tulisan ini karena ketergantungannya yang
sangat besar terhadap dana dari Tiongkok dalam pembangunan nasionalnya. Investasi dari
Tiongkok berupa utang memainkan peran penting dalam upaya Laos membangun
infrastruktur negerinya. Bahkan, Tiongkok saat ini merupakan kontributor terbesar dalam
FDI dan ODA di Laos. Salah satu bentuknya dapat dilihat dari kerja sama kedua negara di
bawah kerangka BRI yang kemudian melahirkan proyek Tiongkok-Laos Railway atau
penulis singkat menjadi TLR. Proyek TLR ini pengerjaannya dimulai pada Desember 2016
dan merupakan proyek dengan biaya terbesar sepanjang sejarah pembangunan di Laos
(China Economic Information Service, 2018: 7-8). Dilansir situs berita Laotian Times
(2017), dari Pendanaan proyek ini adalah sekitar 6 miliar Dolar AS, di mana 70 persen di
antaranya berasal dari investasi Tiongkok dan 30 persen dari sisi Laos. Nilai proyek yang
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hampir menyentuh nilai 6 miliar Dolar AS itu adalah lebih dari sepertiga PDB Laos yang
pada tahun 2016 yang bernilai 15,806 miliar Dolar AS (The World Bank Data).

Hal ini niscaya membuat beban utang Laos kepada Tiongkok menjadi semakin
tinggi. Dalam rentang satu dekade, pinjaman bilateral resmi Laos dari Tiongkok meningkat
dari 100 juta Dolar AS (2007) menjadi sekitar 3,8 miliar Dolar AS atau sekitar 42 persen
dari total public and publicly guaranteed (PPG) debt pada tahun 2018 (IMF, 2019).
Akumulasi beban utang ini pada akhirnya semakin memperkuat kekhawatiran akan jebakan
utang. Oleh karena itu, berdasarkan data dan fakta yang telah dipaparkan, penulis
menganalisis bagaimana potensi ancaman yang dihadapi Laos dalam proyek TLR
dipandang dari aspek debt-trap djplomacy. Pengukuran potensi ancaman pada sudut
pandang tersebut dinilai penting didasarkan pada tujuan BRI dan instrumen debt-trap
diplomacy Tiongkok yang tengah mendapatkan perhatian dunia internasional, terutamanya
dalam diskursus ilmu hubungan internasional.

Pembahasan

Seperti telah disebutkan pada Pendahuluan, di bawah pemerintahan Presiden Xi Jinping,
Tiongkok memiliki ambisi untuk merealisasikan BRI, yang merupakan salah satu kebijakan
strategis luar negerinya. Kebijakan ini kemudian menimbulkan isu debt-trap dijplomacy
karena beberapa pihak menilai utang dari Tiongkok memiliki karakteristik yang tidak
berkelanjutan, cenderung memiliki persyaratan komersial dan menggunakan jaminan,
serta minim transparansi. Hal inilah yang kemudian dapat dikatakan berpotensi membawa
negara debiturnya ke dalam jebakan dan krisis utang. Pada akhirnya sebagai konsekuensi
atas ketidakmampuan membayar kembali, negara debitur terpaksa memberikan berbagai
bentuk konsesi atas sumber daya strategis negara sebagai jaminan atas utang tersebut.
Utang dari Tiongkok yang diberikan dalam berbagai pembangunan infrastruktur di seluruh
dunia ini selain berpotensi memberikan ancaman debt-trap terhadap negara debiturnya,
dapat dikatakan juga akan menciptakan kekuasaan struktural, baik di dalam suatu negara
maupun secara global. Secara khusus tulisan ini akan menganalisis potensi ancaman debt-
trap djplomacy Tiongkok bagi Laos dalam kerja sama pembangunan proyek infrastruktur
TLR, dan bagaimana kerja sama ini menuntun pada penciptaan kekuasaan struktural
Tiongkok atas Laos.

Konsep diplomasi ekonomi digunakan dalam tulisan ini untuk memberikan
perspektif tentang hubungan dan tingkat kedalaman kerja sama Tiongkok dengan Laos
(khususnya dalam dimensi ekonomi) dan kepentingan keduanya dalam konteks kerja sama
proyek TLR. Diplomasi ekonomi adalah praktik dan strategi kebijakan luar negeri yang
didasarkan pada asumsi bahwa kepentingan ekonomi dan kepentingan politik saling
memperkuat satu sama lain dan karenanya harus dilihat secara bersamaan (Okano, 2011:
34), di mana yang dipertaruhkan adalah kepentingan nasional yang mencakup dimensi
politik dan serta ekonomi. Karena luasnya fragmentasi diplomasi ekonomi membuat Okano
menekankan bahwa kegiatan diplomasi komersial, perdagangan dan diplomasi keuangan
adalah sub dari diplomasi ekonomi itu sendiri. Praktik diplomasi ekonomi ini dapat dilihat
relevansinya pada hubungan Tiongkok dengan Laos yang menggunakan instrumen ini
untuk mencapai kepentingan ekonomi-politik masing-masing negara, yang kemudian
diwujudkan melalui berbagai bentuk kerja sama. Dalam tulisan ini, bentuk-bentuk kerja
sama yang akan dibahas adalah sub dari diplomasi ekonomi yang dijelaskan Okano, yaitu
perdagangan dan keuangan (khususnya di bidang investasi yang akan dibahas dalam
tulisan ini), serta proyek TLR secara khusus.

Dalam hubungan dagang kedua negara, Laos memiliki ketergantungan yang tinggi
terhadap Tiongkok sebagai mitra dagang terbesar kedua bagi negaranya setelah Thailand.
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Sedangkan bagi Tiongkok, Laos tidak masuk dalam daftar mitra dagang utamanya, yang
diisi oleh negara-negara industri dan maju, mengingat perekonomian Tiongkok adalah
salah satu ekonomi terbesar dunia saat ini. Dalam bidang kerja sama keuangan, tidak jauh
berbeda dengan perdagangan, Laos memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap
pendanaan dari Tiongkok dalam pembangunan nasionalnya. Saat ini Tiongkok merupakan
kreditur bilateral terbesar bagi Laos (lihat sub bagian Struktur Keuangan). Selain itu, secara
khusus dalam bidang investasi, saat ini Tiongkok telah menjadi kontributor FDI dan ODA
terbesar bagi Laos. Investasi Tiongkok di Laos mewakili 79,18 persen dari total arus masuk
modal engara tersebut (Bank of The Lao P.D.R., 2018). Selain itu, sejak tahun 1989-2019
Tiongkok merupakan negara pemegang total proyek dan nilai investasi terbesar di Laos
dengan nilai proyek yang melebihi 10 miliar Dolar AS (Ministry of Planning and Investment).
Nilai investasi tersebut merupakan nilai investasi yang murni atau seluruh pendanaannya
dari Tiongkok, belum termasuk nilai investasi dalam bentuk joint venture dengan Laos atau
negara lainnya.

Investasi dari Tiongkok salah satunya direalisasikan pada pembangunan TLR.
Kerja sama pembangunan TLR merupakan perwujudan dari kepentingan ekonomi-politik
kedua negara yang terlibat. Bagi Tiongkok, kerja sama pembangunan proyek ini tidak
dapat dilepaskan dari ambisi BRI Presiden Xi Jinping. Seperti telah disebutkan pada
pendahuluan, BRI memiliki tujuan untuk membangun kembali kejayaan jalur sutera di laut
dan darat. Jalur sutera darat memiliki enam koridor ekonomi internasional di bawah BRI
(Gambar 1.), dan Laos merupakan salah satu negara yang berada dalam segmen China-
Indochina Peninsula Economic Corridor (CICPEC). Laos berada dan menjadi rute
penghubung antara daratan Tiongkok dengan Thailand, Malaysia dan Singapura dalam
proyek konektivitas BRI di Asia Tenggara. Dengan demikian, Laos menjadi salah satu
wilayah yang strategis dalam upaya Tiongkok merealisasikan program BRI di kawasan Asia
Tenggara.

Posisi krusial Laos dalam skema BRI di kawasan Asia Tenggara ini dibuktikan
Tiongkok dengan peningkatan intensitas hubungan kerja sama melalui langkah-langkah
pendekatan diplomatis terhadap satu-satunya negara /and-locked di kawasan tersebut.
Contohnya selain kerja sama ekonomi yang terus meningkat, Presiden Xi Jinping juga
melakukan kunjungan kenegaraan ke Laos pada November 2017 (xinhuanet.com, 2017)
setelah selama kurang lebih satu dekade, pimpinan negeri itu tidak mengunjungi tetangga
komunisnya tersebut. Pertemuan ini kemudian menghasilkan berbagai kesepakatan dan
kerja sama yang tentunya semakin mempererat hubungan bilateral kedua negara, salah
satunya memperkuat komitmen penyelesaian TLR.
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Gambar 1. Enam Koridor Ekonomi Internasional dalam BRI
Sumber: The World Bank, 2020.
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Penyelesaian railway ini tidak hanya akan menghubungkan Kunming langsung ke Thailand,
namun juga menghubungkan Tiongkok dengan semenanjung Malaysia lebih jauh ke
selatan dan pada akhirnya ke Singapura (Gambar 2.).
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Gambar 2. Jalur Kereta Cepat Kunming-Singapura
Sumber: Bangkok Post, 2018.

Bagi Laos, negara yang tidak memiliki wilayah laut (/and-locked country) ini sangat
bergantung pada transportasi darat untuk mengangkut penumpang maupun barang. Akan
tetapi, transportasi kereta merupakan moda transportasi yang paling tidak populer (lihat
sub bagian Struktur Transportasi). Padahal pemerintah Laos sejak tahun 2001 berambisi
untuk mempromosikan dan merealisasikan slogan politiknya, yang juga merupakan bagian
dari visi pembangunannya, yaitu mentransformasi Laos dari negara /and-locked menjadi
negara /and-linked (Khamlusa Nouansavanh, 2010: 20). Untuk mencapai ambisi tersebut
Laos membutuhkan infrastruktur transportasi darat yang memadai untuk memungkinkan
negaranya terhubung melalui darat dengan negara-negara tetangganya, bahkan lebih jauh
lagi. Namun negara dengan pendapatan rendah seperti Laos, memiliki kemampuan fiskal
yang terbatas untuk dapat mendanai proyek infrastruktur berskala besar, sehingga
memerlukan investasi dari asing yang besar pula. Tiongkok dengan rencana investasi
triliunan Dolar AS di bawah bendera BRI seolah menjadi jawaban atas masalah ini, apalagi
mengingat Tiongkok bukanlah “orang asing” bagi Laos dalam hal investasi dalam bentuk
utang, karena Tiongkok merupakan penyumbang FDI dan ODA terbesar bagi Laos, serta
kreditur bilateral terbesar Laos dalam utang luar negerinya.

Artinya peningkatan intensitas hubungan kerja sama yang dilakukan oleh Tiongkok
dengan Laos saat ini tentu tidak dapat dimaknai sebagai kepentingan Tiongkok semata,
namun Laos pun memiliki kepentingan untuk mewujudkan slogan /and-locked to land-
linked country serta mendorong pertumbuhan ekonominya. Kepentingan ekonomi-politik
kedua negara ini kemudian dipertemukan dalam kerja sama pembangunan proyek TLR,
yang merupakan proyek infrastruktur dengan nilai terbesar sepanjang sejarah
pembangunan di Laos.

Jalur kereta ini diperkirakan sepanjang 420 kilometer yang membentang dari
Boten, Tiongkok ke ibukota Laos, Vientiane (Freeman, 2019, (a): 2). Kontraktor yang
terlibat dalam proyek TLR ini didominasi oleh kontraktor Tiongkok yaitu China Railway
Group, Ltd., China Railway No. 5 Engineering Group, China Railway No. 8 Engineering
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Group, China Railway No. 2 Engineering Group, dan perusahaan joint venture antara
Tiongkok dan Laos vyaitu Laos-China Railway Co., Ltd. yang berbasis di Vientiane
(reconnectingasia.csis.org, 2020). Laos-China Railway Co., Ltd. inilah yang bertanggung
jawab atas konstruksi dan pengoperasian proyek ini. Proyek TLR ini sepenuhnya
dikonstruksikan di bawah manajemen Tiongkok dan menggunakan standar teknologi
Tiongkok (Phonevilay, 2020).
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Gambar 3. Jalur TLR
Sumber: Hayes, 2016.

Mega proyek infrastruktur yang merupakan bagian dari diplomasi Tiongkok inilah, yang
kemudian perlu dianalisis apakah berpotensi menimbulkan ancaman deb-trap bagi Laos.
Oleh karena itu, untuk dapat memahami seperti apa debt-trap diplomacy Tiongkok, akan
disajikan analisis pola dan karakteristik utang yang dinilai tidak berkelanjutan dari
Tiongkok, serta tiga tahapan debt-trap diplomacy yaitu tahap investasi, konstruksi dan
pengoperasian dan penagihan utang (Parker & Chefitz, 2018: 4). Ketiga tahapan ini
merupakan gambaran dari proses/tahapan suatu fenomena dimana kerja sama dalam
sebuah pembangunan infrastruktur antara Tiongkok dengan negara lainnya kemudian
melahirkan isu debt-trap diplomacy.

Berbicara mengenai utang, secara total Tiongkok dan anak perusahaannya telah
meminjamkan sekitar 1,5 triliun Dolar AS dalam bentuk pinjaman langsung dan kredit
perdagangan ke lebih dari 150 negara di seluruh dunia (Horn, dkk., 2020, (a)). Hal ini telah
mengubah Tiongkok menjadi kreditur resmi terbesar di dunia, melampaui pemberi
pinjaman resmi tradisional seperti Bank Dunia, IMF, atau gabungan semua pemerintah
kreditur Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). Meskipun
demikian, pinjaman yang berasal dari Tiongkok sangat minim data dan transparansi. Tidak
ada data resmi tentang arus utang dan saham yang dihasilkan karena Tiongkok tidak
melaporkan pinjaman internasionalnya. IMF bahkan sangat vokal memperingatkan tentang
tingkat utang yang tidak berkelanjutan, predatory lending, dan minimnya transparansi
pinjaman dari Tiongkok khususnya yang berkaitan dengan BRI (Gerstel, 2018: 12).
Minimnya transparansi dan informasi resmi mengenai BRI sangat membatasi analisis
ekonomi yang objektif dari situasi tersebut dan memunculkan pertanyaan-pertanyaan
mengenai planned scale, dan seringkali mengenai persyaratan komersial pinjaman dari
Tiongkok (Rajah, dkk., 2019).

Lembaga pemeringkat kredit seperti Moody's atau Standard & Poor’s, atau
penyedia data seperti Bloomberg berfokus pada kredit swasta, sedangkan pinjaman
Tiongkok adalah pinjaman resmi, oleh karena itu tidak terdeteksi oleh lembaga-lembaga
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tersebut. Sebagai tambahan, Tiongkok bukan merupakan anggota dari Paris Club ataupun
OECD (keduanya merupakan lembaga yang mengumpulkan data pinjaman dari kreditur
resmi) sehingga tidak bisa dijadikan subjek untuk melaksanakan standar/aturan
pengungkapan data (Horn, dkk., 2019, (b): 2). Peningkatan drastis arus pinjaman luar
negeri dari Tiongkok dapat dikatakan unik dibandingkan dengan arus keluar modal dari
Amerika Serikat atau Eropa, yang sebagian besar didorong oleh pihak swasta. Arus keluar
modal Tiongkok hampir keseluruhannya bersifat resmi (official) yang artinya dikendalikan
oleh pemerintah (Sebastian Horn, dkk., 2019, (a)). Walaupun sebagian besar pinjaman
dari Tiongkok adalah pinjaman official, namun persyaratan pinjaman yang diberikan
cenderung menggunakan persyaratan pasar/komersial (commercial), yang artinya memiliki
tingkat suku bunga yang mendekati suku bunga di pasar modal swasta. Sebagai
perbandingan, kreditur resmi lainnya seperti Bank Dunia, biasanya memberikan pinjaman
dengan bunga lunak, suku bunga di bawah pasar, dan jangka waktu yang lebih lama.

Sebagai contoh, persyaratan standar Bank Dunia untuk /low-income countries
(LICs) seperti Laos adalah jangka waktu pembayaran 38 tahun dengan masa tenggang 6
tahun dan suku bunga 0,75% (Morris, 2019: 6). Untuk negara-negara dengan risiko
tekanan utang (debt distress) menengah, 50% bantuan dari Bank Dunia berbentuk hibah
(grant); dan untuk negara berisiko tinggi, pinjaman secara khusus dialihkan menjadi hibah.
Dua fitur inilah—keseluruhan tingkat konsesi dalam persyaratan keuangan yang lebih
tinggi, dan mekanisme untuk menyesuaikan konsesionalitas sesuai dengan risiko utang
yang dihadapi negara peminjam—yang membuat pemberi pinjaman multilateral lebih
tanggap terhadap kerentanan utang dibandingkan Tiongkok maupun kreditur bilateral
lainnya. Selain itu, banyak pinjaman Tiongkok yang didukung oleh agunan (collateral).
Dalam pinjaman yang dijaminkan (collateralized), debitur telah menjaminkan atau menjual
aset tertentu kepada pemberi pinjaman sebagai keamanan terhadap pembayaran kembali
pinjaman (Bandiera & Tsiropoulos, 2019). Pada dasarnya agunan/jaminan terdapat dalam
berbagai bentuk seperti; aset badan usaha milik negara, komoditas fisik yang ditujukan
untuk pasar ekspor, atau aliran pendapatan di masa depan. Beberapa hal tersebut dapat
dikatakan sebagai sejumlah indikator yang memberatkan dalam upaya negara debitur
membayar kembali pinjaman dari Tiongkok.

Secara umum untuk melihat berbahaya atau tidaknya jumlah utang suatu negara
terhadap perekonomiannya dan untuk menilai kemampuan negara tersebut untuk
membayar kembali utangnya, salah satunya adalah menggunakan indikator rasio debt-to-
GDP atau rasio utang terhadap PDB. Rajah, dkk. (2019) memberikan contoh bahwa IMF
mengidentifikasi 8 negara berpendapatan rendah di Afrika mengalami kesulitan utang di
mana total utang luar negeri terhadap PDB telah meningkat hingga di atas 20 persen,
dengan lebih dari separuh kenaikan tersebut merefleksikan utang bilateral dari Tiongkok.
Selain itu delapan negara penerima pinjaman BRI—Djibouti, Kirgizstan, Laos, Maladewa,
Mongolia, Montenegro, Pakistan, dan Tajikistan—menghadapi risiko tinggi debt distress.
Negara-negara ini akan menghadapi kenaikan rasio utang terhadap PDB di atas 50%,
dengan setidaknya 40% utang luar negeri berasal dari Tiongkok setelah pinjaman BRI
selesai (Gerstel, 2018: 12). Inilah yang menyebabkan utang dari Tiongkok dianggap tidak
berkelanjutan (unsustainable).

Utang publik suatu negara dianggap berkelanjutan (sustainable) jika pemerintah
mampu memenuhi semua kewajiban pembayaran saat ini dan di masa depan tanpa
bantuan keuangan yang luar biasa atau mengalami gagal bayar (defau/t) (Hakura, 2020).
Sementara utang dari Tiongkok, berdasarkan beberapa pemaparan sebelumnya, dinilai
kontras dengan pengertian dari sustainable debt karena menyulitkan negara-negara
debiturnya untuk melakukan pembayaran kembali tanpa ada bantuan yang luar biasa
ataupun gagal bayar.
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Investasi berupa pinjaman dari Tiongkok dalam proyek infrastruktur di seluruh dunia
yang dapat dikatakan sebagai debt-trap dijplomacy memiliki pola dan karakteristiknya
sendiri;

e Debt-trap djplomacy berawal dari kegiatan diplomasi dalam kerangka kerjasama

baik bilateral maupun multilateral antara Tiongkok dengan debitur-debiturnya.

e Debt-trap diplomacy dapat digambarkan melalui tiga tahapan, yaitu tahap
investasi, konstruksi dan pengoperasian, serta tahap penagihan utang. Sebagian
besar kerja sama dalam koridor BRI masih berada pada tahap kedua (sedang
dibangun atau baru dioperasikan, contohnya seperti proyek TLR), sehingga tidak
banyak data yang disajikan terkait tahap ketiga. Contoh yang sering menjadi
rujukan dari perwujudan tahap ketiga ini adalah kaus Pelabuhan Hambantota di
Sri Lanka. Meskipun demikian, akan disajikan contoh lainnya yang penulis
asumsikan sebagai bentuk dari tahap ketiga ini pada sub bagian Struktur
Keuangan. Tahap ketiga ini dapat dianalisis melalui penelitian lebih lanjut tentang
bagaimana proyek-proyek tersebut didanai dan bagaimana persyaratan-
persyaratannya, seperti yang dilakukan dalam tulisan ini.

e Berkaitan dengan poin sebelumnya, kerja sama yang diwujudkan dalam bentuk
investasi dalam pembangunan proyek infrastruktur sebagian besar didanai oleh
bank milik pemerintah Tiongkok, dibangun dan dioperasikan oleh kontraktor
Tiongkok. Dari semua kontraktor yang berpartisipasi dalam proyek yang didanai
Tiongkok, 89% adalah perusahaan Tiongkok, 7,6% perusahaan lokal, dan 3,4%
perusahaan asing non-Tiongkok (Hillman, 2018, (a)). Sebagai perbandingan, dari
keseluruhan kontraktor dalam proyek yang didanai oleh bank pembangunan
multilateral, 29% berasal dari Tiongkok, 40,8% perusahaan lokal, dan 30,2%
perusahaan asing.

e Karakteristik dan persyaratan pinjaman yang memberatkan pihak peminjam untuk
membayar kembali utangnya.

e Kerja sama pembangunan difokuskan pada pembangunan infrastruktur,
khususnya pelabuhan dan rel kereta yang menghubungkan fasilitas-fasilitas
tersebut satu sama lain. Hal ini penulis anggap erat kaitannya dengan kepentingan
untuk mewujudkan jalur sutera BRI.

Selanjutnya, teori kekuasaan struktural (Strange, 1994) digunakan untuk menganalisis
potensi ancaman debt-trap dijplomacy Tiongkok bagi Laos dalam proyek TLR ini, dan
bagaimana kemudian hal tersebut membentuk/memperkuat kekuasaan struktural
Tiongkok atas Laos. Structural power adalah kekuatan untuk membentuk dan menentukan
struktur ekonomi politik global di mana negara lain, institusi politik mereka,
badan/perusahaan ekonomi mereka, dan (setidaknya) ilmuwan dan profesional lainnya
harus beroperasi (Strange, 1994: 24). Mendukung definisi ini, Strange menambahkan
bahwa ada struktur-struktur yang mengatur agenda-agenda dan menentukan berbagai
pilihan di mana negara, dan kelompok maupun individu lainnya memperebutkan masalah
siapa mendapatkan apa dari politik, baik dalam negara itu sendiri maupun dalam
perekonomian dunia. Strange mendefinisikan struktur-struktur ini sebagai structures of
power, dan sebagai penentu yang penting dari hubungan kekuasaan antara orang,
kelompok atau negara.Strange mendefinisikan struktur-struktur ini sebagai struktur
kekuasaan (structures of power).

Menurut Strange, power tidak terpusat dalam dan tidak berasal hanya dari satu
sumber tetapi dapat ditemukan dan berasal dari sejumlah wilayah struktural. Wilayah
struktural tersebut terbagi atas dua yaitu struktur primer—yang terdiri atas struktur
keamanan (security), produksi (production), keuangan (finansial), dan pengetahuan
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(knowledges) dan struktur sekunder—yang terdiri atas struktur transportasi
(transportation), energi (energy), perdagangan (frade), dan kesejahteraan (weffare).
Sederhananya, semakin banyak satu pihak memiliki sumber-sumber power tersebut maka
semakin mungkin pihak tersebut lebih menguasai keseluruhan struktur ekonomi pihak
lainnya. Namun dalam tulisan ini hanya akan dibahas tiga struktur kekuasaan yaitu struktur
keuangan, transportasi dan kesejahteraan sebagai struktur kekuasaan yang dianggap
paling relevan dengan obyek penelitian.

Struktur Keuangan

Struktur keuangan menjadi salah satu struktur kekuasaan yang disoroti penulis karena isu
utama dalam penelitian ini adalah isu terkait keuangan, atau lebih tepatnya isu jebakan
utang khususnya dalam pembangunan TLR. Untuk menjalankan struktur keuangan atas
suatu negara, Strange menyebutkan ada 2 aspek utama yang perlu disoroti yaitu kredit
atau bisa kita sebut sebagai utang/pinjaman dan mata uang (currency). Menurut Strange
kemampuan suatu pihak untuk memperoleh kepercayaan dari pihak lain atas
kemampuannya menciptakan pinjaman/utang akan membawanya mengontrol
perekonomian. Persentase utang luar negeri yang tinggi dalam sebuah perekonomian
mengakibatkan ketergantungan yang lebih terhadap kreditur asingnya (baik resmi maupun
swasta) serta kerentanan yang tinggi terhadap perubahan yang merugikan dalam
lingkungan ekonomi eksternal (Loser, 2004). Selain itu, denominasi mata uang juga akan
dibahas untuk melihat sejauh mana sebuah negara dalam hal ini Tiongkok mampu
menjalankan kekuasaan strukturalnya atas Laos melalui pengelolaan denominasi mata
uang dalam transaksi dengan Laos.

Telah disebutkan sebelumnya bahwa Laos merupakan salah satu debitur bilateral
terbesar Tiongkok. Pada akhir 2018, total utang luar negeri Laos tercatat sebesar 9.761,50
juta Dolar AS (Bank of The Lao P.D.R., 2018)- Utang luar negeri ini terdiri dari 6.377,19
juta Dolar AS utang bilateral (hampir 70% dari total utang luar negeri) dan 1.771,24 juta
Dolar AS utang multilateral. Utang bilateral Laos sebagian besarnya berasal dari Tiongkok.
Utang bilateral yang berasal dari Tiongkok mencakup 53,5% dari total utang bilateral Laos,
diikuti oleh Thailand yang hanya sebesar 21,12% dan Rusia 4,2%. Nick Freeman (2019,
(a): 3) mengutip sebuah penelitian oleh Lowy Institute, mengenai dampak BRI terhadap
tingkat utang berbagai negara yang mencatat bahwa total utang Laos pada Tiongkok
mencapai sekitar 45 persen dari PDB Laos sebelumnya. Angka-angka ini menunjukkan
bahwa Tiongkok merupakan salah satu partner terpenting bagi Laos dalam kerja sama
ekonomi dan pembangunan nasionalnya, khususnya sebagai penyedia kredit/utang.

Namun sayangnya tumpukan utang Laos dari Tiongkok menjadikan utang-utang
tersebut menjadi tidak berkelanjutan/sulit dibayarkan kembali mengingat persyaratan
utang Tiongkok yang cenderung komersial dan dijaminkan, kemampuan ekonomi Laos
yang tidak memadai, terus meningkatnya utang publik Laos secara keseluruhan, dan
menurunnya tingkat konsesionalitas dalam utang-utang tersebut (Morris, 2019: 6).
Sehingga, untuk melunasi kewajiban utangnya pada Tiongkok saja akan sangat berat
untuk dilakukan belum lagi ditambah Laos juga punya kewajiban utang pada entitas
kreditur lainnya. Oleh karena itu, Laos kemudian “terpaksa” mengompromikan sebagian
dari “kedaulatan” perekonomiannya pada Tiongkok melalui berbagai kebijakan-kebijakan
konsesi pada sumber daya strategis untuk mengamankan pinjaman dari Tiongkok.

Scott Morris (2019) mengutip rilis dari Komisi Reformasi dan Pembangunan
Tiongkok yang mengindikasikan bahwa pemerintah Laos juga telah membuat
konsesi/keringanan pajak, sebagai tambahan atas konsesi lahan, untuk mendukung proyek
ini. Konsesi pajak ini termasuk pembebasan bea masuk atas peralatan Tiongkok yang
berkaitan dengan proyek, dengan beberapa indikasi bahwa peralatan bebas bea ini juga
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dialihkan kepada bagian ekonomi lainnya karena lemahnya pengawasan, melemahkan
perusahaan-perusahaan domestik diluar proyek TLR. Konsesi semacam ini, tergantung
pada kesepakatan mereka, dapat secara signifikan mengurangi keuntungan yang diperoleh
negara, terutama mengingat pemerintah hanya memiliki sebagian kecil saham dalam joint
venture.

Selain itu, terdapat laporan media yang belum diverifikasi bahwa pemerintah Laos
telah menjanjikan konsesi tambang sebagai jaminan atas partisipasinya dalam joint
venture (Janssen, 2018). Mendukung laporan ini ialah tulisan Selina Ho (2019) dan Nick
Freeman (2019, (b)) dari ISEAS - Yusof Ishak Institute. Ho menulis bahwa pinjaman dari
Bank Exim untuk perkeretaapian China-Laos “dipercaya secara luas” dijamin dengan
memberikan pendapatan masa depan perkeretaapian dan dua konsesi pertambangan.
Demikian pula Freeman menyebutkan bahwa perhatian dunia internasional adalah selain
pada utang laos yang melebihi 1,5 miliar Dolar AS, namun juga pada prospek penggunaan
sumber daya nasional seperti “sumber daya mineral Hal ini tentu akan semakin jauh
merugikan perekonomian Laos, namun sebaliknya bagi Tiongkok.

IMF bahkan telah memperingatkan akan bahaya utang Laos yang semakin
menumpuk. Berdasarkan laporan Debt Sustainable Analysis (DSA) 2017, status risiko debt
dsitress Laos yang pada 2014 masih moderate, ditingkatkan menjadi Aigh risk (IMF, 2017:
2). Laporan DSA terakhir tahun 2019 menunjukkan bahwa Laos saat ini masih tetap
berstatus sebagai negara dengan risiko debt stress yang tinggi (IMF, 2019: 1). IMF bahkan
menyatakan bahwa proyek TLR ini diidentifikasi sebagai salah satu faktor yang
berkontribusi dalam mendorong risiko debt public distress (IMF, 2018: 5). Roland Rajah,
dkk. (2019) menyebutkan bahwa skala pinjaman dari Tiongkok dan kurangnya mekanisme
institusional yang kuat untuk melindungi keberlanjutan utang dari negara peminjam
mengandung risiko yang jelas.

Meskipun demikian, dalam pandangan penulis Laos tidak menganggap
ketergantungannya pada utang dari Tiongkok menjadi sebuah ancaman terlepas dari
berbagai kebijakan kontroversial yang semakin mengundang pertanyaan terkait isu debt-
trap djplomacy Tiongkok. Hal ini setidaknya terlihat dari upaya Laos yang justru semakin
memperdalam kerja sama perekonomiannya hingga ke tingkat dimana kedua negara
bersepakat untuk meningkatkan penggunaan mata uang lokal mereka dalam transaksi
(ICBC, 2012 & Bank off The Lao P.D.R., 2020). Berbagai kebijakan Laos ini tentu semakin
memperkukuh kekuatan Tiongkok dalam struktur keuangan Laos, di mana kedua aspek
penting dalam struktur ini dapat dikatakan telah berhasil dikuasai Tiongkok, yaitu
penyediaan kredit dan pengelolaan denominasi mata uang.

Struktur Transportasi
Menurut Strange siapa pun atau apa pun yang menjalankan kontrol (dalam taraf tertentu)
atas sistem transportasi internasional dan manajemennya juga dapat menjalankan
structural power dalam ekonomi global (Strange, 1994: 141). Bahkan sistem transportasi
telah dianggap sebagai salah satu indikator perekonomian negara. OECD menekankan
bahwa infrastruktur yang lemah merupakan salah satu tantangan terbesar dalam
pembangunan di negara miskin yang sedang berkembang pesat (asiasentinel.com, 2017).
Strange menjelaskan bahwa pertanyaan tentang bagaimana orang dan barang berpindah
dari suatu tempat ke tempat yang lain selalu merupakan persoalan politik. Pertanyaan-
pertanyaan seperti apakah sistem transportasi disediakan oleh negara itu sendiri, atau oleh
perusahaan monopoli berlisensi, ataukah oleh operator swasta yang merespons
permintaan pasar, merupakan isu politik.

Pemerintah Laos menjelaskan bahwa kebutuhan akan transportasi di negaranya
bertumbuh hingga sekitar 20% per tahun untuk mendukung keseluruhan pertumbuhan
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ekonomi yang berkisar 6% per tahun (Ministry of Public Works and Transport of Lao PDR,
2017). Jaringan jalan raya membawa sekitar 90% dari angkutan barang (ton-kilometer)
dan 80% dari lalu lintas penumpang (penumpang-kilometer). Transportasi Sungai
melayani sekitar 6% dari angkutan barang lokal dan 15% angkutan penumpang.
Transportasi udara domestik termasuk kecil secara volume, hamun sedang bertumbuh.
Sedangkan jaringan jalur kereta api (railway network) hanya mengangkut sekitar 1% dari
lalu lintas penumpang. Padahal, pemerintah Laos memiliki ambisi besar untuk menggeser
paradigma negara /and-locked menjadi /and-linked. Ambisi transformasi Laos ini sulit
terjadi jika negara tersebut tidak memiliki sistem transportasi internasional yang dapat
menghubungkan negaranya dengan (setidaknya) negara-negara tetangganya dan bahkan
lebih jauh. Hal ini setidaknya mencerminkan kebutuhan Laos akan infrastruktur railway
yang memadai sebagai moda transportasi alternatif yang lebih murah dan cepat dalam
perdagangan internasional yang niscaya akan membawa berbagai manfaat sosial-ekonomi
bagi negaranya.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, pilihan-pilihan berkaitan dengan penyediaan
sistem transportasi suatu negara selalu merupakan isu politik. Hal ini menurut Susan
Strange karena pilihan-pilihan tersebut mempengaruhi dan sangat penting bagi kelompok
sosial yang berbeda-beda—sehingga pilihan-pilihan politik dalam praktiknya dibuat dengan
mempertimbangkan nilai-nilai sosial yang berbeda dan persaingan klaim dan kepentingan
dari kelompok yang berbeda-beda tersebut (Strange, 1994: 28). Implementasi dari
pemikiran Strange ini setidaknya dapat dilihat dalam pembangunan TLR. Rencana
pembangunan nasional Laos untuk menjadi negara /and-linked memerlukan (salah
satunya) keputusan dan langkah politik dari pemerintah untuk membangun dan
memperbaharui infrastruktur/sistem transportasinya yang terkendala sumber daya dalam
negeri. Sedangkan Tiongkok, berambisi menghubungkan (salah satunya) kawasan Asia
Tenggara dengan negaranya di bawah bendera BRI. Oleh karena itulah Laos—yang
berangkat dari ambisi menjadi negara /and-/inked—dan Tiongkok—berangkat dari ambisi
BRI—kemudian mengambil langkah-langkah politik untuk mewujudkan kepentingan
masing-masing negara dengan bekerja sama dalam pembangunan TLR.

Pemerintah Laos dan Tiongkok telah mendiskusikan jalur kereta api sejak tahun
2001, yang berujung pada penandatanganan MoU pada tahun 2010 (Janssen, 2018).
Konstruksi seharusnya dimulai pada 2011, namun tertunda akibat skandal korupsi di
Kementerian Kereta Api Tiongkok serta penundaan pinjaman dari Exim Bank of China,
sehingga konstruksinya baru dimulai pada 2016 dan diproyeksikan akan selesai pada tahun
2021 (Ammar, 2019: 627). Pada tahun 2012, parlemen Laos menyetujui proyek TLR ini
dengan harapan memberi manfaat ekonomi bagi Laos Gerin, 2016). Pada 2014, Perdana
Menteri Li Kegiang (Tiongkok) mengadakan pertemuan dan dialog dengan Perdana Menteri
Thongsing Thammavong (Laos) di kota Sanya, Tiongkok (Embasy of The People’s Republic
of China in Barbados, 2014). Pada tahun 2015, perwakilan kedua negara kembali bertemu
untuk menandatangani perjanjian kerjasama railway antar pemerintah (Lei, 2015).
Setahun kemudian pada 2016 barulah pekerjaan pembangunan/konstruksi proyek TLR
dimulai, setelah seluruh proses politik dilalui oleh kedua pemerintah, khususnya
pemerintah Laos sebagai penerima investasi.

Dalam mekanisme untuk mengambil keputusan-keputusan politik, baik Tiongkok maupun
Laos memiliki kemiripan karena sama-sama menganut sistem politik sosialis dan
mengadopsi sistem satu partai. Sistem satu partai ini, bagi Laos, memungkinkan Partai
Revolusi rakyat Laos yang telah memerintah sejak tahun 1975 untuk mengeksekusi proyek
TLR ini (Ho, 2019). Hal ini berbeda dengan situasi domestik yang terjadi di Thailand,
Malaysia dan terutama Indonesia dengan sistem multi-partai dan politik desentralisasi yang
mempersulit pemerintah untuk mengabaikan oposisi. Artinya secara politis, Laos dan
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Tiongkok dapat dikatakan “selaras” dan secara normatif saling mendukung, sehingga
mempermudah dalam proses harmonisasi kebijakan. Ironisnya, kapasitas negara Laos
yang lemah justru memungkinkan proyek tersebut berkembang lebih cepat. Hal ini
dikarenakan, seperti telah dijelaskan sebelumnya, Laos sangat bergantung pada studi
kelayakan, standar teknis, dan teknologi/peralatan dari Tiongkok, yang memberikan
perusahaan Tiongkok kelonggaran yang lebih besar dalam menentukan kecepatan proyek.
Melalui pemaparan ini dapat dilihat bahwa pengaruh Tiongkok yang kuat atas struktur
keuangan Laos, kemudian menjadikan Tiongkok sumber keuangan asing utama bagi Laos
dalam pembangunan nasionalnya, tidak terkecuali dalam penyediaan/pendanaan
pembangunan sistim transportasi. Dalam konteks penciptaan struktur transportasi, dapat
dikatakan bahwa Tiongkok (pada taraf tertentu) telah menciptakan kekuasaan transportasi
atas Laos dengan mengontrol/mempengaruhi (pada taraf tertentu) pilihan-pilihan politik
berkaitan dengan sistem transportasi Laos. Selain itu, kapasitas dan kapabilitas ekonomi-
politik Tiongkok yang besar telah memberikan pengaruh yang kuat pada Laos untuk
“memasrahkan” dan menyerahkan pengerjaan dan pengoperasian proyek, serta standar,
manajemen dan keamanan sistem transportasi berkaitan dengan TLR kepada Tiongkok.

Struktur Kesejahteraan

Kesejahteraan adalah sebuah istilah yang cakupannya luas yang harus memasukkan baik
manfaat dan kesempatan melalui pasar dan manfaat serta kesempatan yang tersedia
melalui intervensi politik negara atau otoritas (Strange, 1994: 211). Salah satu atribut
utama dari otoritas mana pun adalah ia harus memiliki kekuatan/kekuasaan untuk
mengalokasikan kesejahteraan—artinya memberikan manfaat dalam bentuk hak-hak
khusus dan istimewa, demikian pula manfaat dalam bentuk yang lebih material. Ia
memberikan contoh orangtua mengalokasikan kesejahteraan dalam keluarga. Para
guru/pengajar mengalokasikan kesejahteraan di  sekolah-sekolah. Pemerintah
mengalokasikan kesejahteraan dalam masyarakat nasional. Dalam tiap kasus, alokasi
kesejahteraan ini pada dasarnya merupakan tindakan politik (Strange, 1994: 212).

Ketika berbicara tentang kesejahteraan, terdapat banyak faktor dan variabel di
dalamnya yang menentukan tinggi-rendah dan naik-turunnya parameter kesejahteraan
tersebut. Tulisan ini tidak akan masuk pada pembahasan mengenai keseluruhan parameter
tersebut, namun seperti dalam pemikiran Strange mengenai struktur kesejahteraan,
analisis difokuskan pada dampak langsung berupa keuntungan/manfaat ekonomi yang
akan—atau telah—diterima Laos melalui pembangunan proyek TLR, dengan asumsi bahwa
manfaat-manfaat ekonomi ini kemudian akan menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi yang
akan memberikan efek spillover pada elemen-elemen kesejahteraan tersebut. Sebagai
contoh, jika proyek pembangunan telah selesai dan TLR mulai beroperasi, maka analisis
akan ditekankan pada dampak langsung dari beroperasinya TLR seperti pemangkasan
waktu pengiriman dan biaya perdagangan, lalu bagaimana dampaknya terhadap
pertumbuhan ekonomi dan pendapatan negara, yang niscaya kemudian memberikan
dampak pada elemen-elemen kesejahteraan, namun tidak akan ada pembahasan lebih
jauh apa saja elemen-elemen tersebut.

Sejumlah manfaat ekonomi berikut merupakan kutipan dan rangkuman dari
laporan Bank Dunia yang berjudul 7ransforming Lao PDR from a Land-locked to a land-
linked Economy (The World Bank, 2020). Laporan tersebut mencatat sejumlah manfaat
yang didapatkan Laos melalui kehadiran TLR dan juga kesempatan untuk
memaksimalkannya, namun juga mengingatkan beberapa kondisi yang dapat menjadi
tantangan dan hambatan bagi Laos untuk meraih keuntungan/manfaat yang maksimal dari
proyek ini. Secara garis besar laporan ini menyatakan bahwa Laos akan diuntungkan secara
ekonomi dengan hadirnya TLR setidaknya dalam meningkatkan daya tarik Laos bagi
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investasi, yang didorong oleh pemangkasan yang signifikan dalam biaya perdagangan dan
waktu perjalanan yang akan secara efektif meningkatkan lokasi Laos terhadap area
produksi dan konsumsi utama di Tiongkok, ASEAN dan dunia.

Sambungan rel kereta yang efisien dengan Tiongkok akan menempatkan Laos di
pertengahan jalan antara Tiongkok dan ASEAN, menawarkan peluang bagi perusahaan
yang telah ada maupun yang baru untuk memanfaatkan perubahan harga dan waktu
transportasi, mengakses global value chains, dan berpartisipasi dalam jaringan distribusi.
Ini dapat menghubungkan jalur kereta ke wilayah-wilayah produktif di negara tetangga,
meningkatkan kegiatan ekonomi regional, menurunkan biaya transportasi dan membuat
Laos lebih menarik bagi investor. Selain itu, dampak spi// over lainnya dari pembangunan
TLR ini adalah akan menciptakan sumber-sumber perekonomian baru di sekitar wilayah
TLR tersebut, contohnya Ketika pemerintah Laos dan Laos-China Railway Co. Ltd.
menandatangani MoU untuk pembangunan kawasan sekitar stasiun TLR di ibukota dan
Oudomxay, provinsi Vientiane dan Luang Prabang dengan target untuk mengembangkan
perindustrian dan logistik (phnompenhpost.com, 2020). Pemerintah juga mendorong pihak
swasta untuk mengembangkan infrastruktur serta fasilitas-fasilitas lainnya untuk
memaksimalkan manfaat dari proyek ini (vientianetimes.org.la, 2019).

Laporan lainnya yang dipublikasikan oleh Bank Dunia telah membuat perkiraan
awal mengenai perolehan kesejahteraan sebagai hasil dari BRI dalam penurunan biaya
transportasi di Asia Timur dan Pasifik (De Soyres, 2018). Analisis ini memperkirakan
pemangkasan waktu dalam transportasi berkaitan dengan jalan, rel kereta, dan shipping
linkages. Laporan ini memprediksi bahwa negara-negara di kawasan Asia Timur-Pasifik
akan mengalami manfaat terbanyak, dengan 2,31% agregat pengurangan waktu
pengiriman ke negara lain di dunia. Pengurangan-pengurangan ini diterjemahkan kedalam
tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, captured on net by welfare estimates.
Perkiraan berkisar antara 1,73% ke 2,81% untuk kawasan ini, meskipun analisis bervariasi
di berbagai negara.

Laporan ini juga menyebutkan bahwa penyelesaian seluruh infrastruktur BRI dan
adopsi reformasi pelengkap untuk mengurangi border delays dapat meningkatkan PDB
Laos hingga 21 persen. Estimasi ini mempertimbangkan dampak dari seluruh jaringan BRI
kepada Laos, sebagaimana tujuan utama dari TLR adalah untuk menghubungkan Laos
tidak hanya dengan Tiongkok tetapi juga kepada infrastruktur BRI yang lebih luas. Estimasi
ini juga memperhitungkan pembangunan infrastruktur yang terkoordinasi dalam
perekonomian seluruh partisipan BRI. Dengan pemangkasan biaya perdagangan, proyek
transportasi BRI dapat memberikan efek positif bagi pertumbuhan ekonomi Laos melalui
peningkatan perdagangan, investasi asing, dan efisiensi produksi. Proyek infrastruktur—
yang berkaitan dengan BRI—diperkirakan akan meningkatkan rata-rata pendapatan Laos
antara 3,1 dan 13,0 persen dalam jangka panjang, dengan asumsi seluruh proyek akan
diselesaikan dan berfungsi seluruhnya. Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa dalam
sebuah studi kelayakan TLR tahun 2016 yang dilakukan oleh China Railway Eryuan
Engineering Group Co., Ltd., mengindikasikan bahwa rel kereta diperkirakan akan
mengoperasikan dua pasang kereta penumpang per hari pada tahun 2025, yang akan
meningkat menjadi lima pasang kereta per hari pada tahun 2030. Selain itu, rel kereta
tersebut juga diharapkan dapat mengangkut sekitar 10 juta ton kargo pada tahun 2025
dan 16 juta ton pada tahun 2030.

Kembali melihat pada laporan 7ransforming Lao PDR from a Land-locked to a land-
linked Economy oleh Bank Dunia, laporan ini mengklasifikasikan beberapa risiko yang
dibawa oleh proyek BRI. Risiko-risiko ini tidak akan dibahas lebih jauh karena cakupannya
yang luas dan tidak menjadi prioritas dalam hal relevansi dengan penelitian ini, sehingga
penyertaan/penyebutannya hanya bersifat sebagai pelengkap dalam menilai manfaat,

159



Proyek Tiongkok-Laos Railway

kesempatan dan juga risiko yang dibawa oleh proyek ini. Risiko itu sendiri merupakan hal
yang umum dalam proyek infratruktur berskala besar, namun hal ini dapat diperburuk
dengan kondisi institusi domestik yang lemah dan fundamental ekonomi yang buruk dari
negara partisipan. Negara dengan kerentanan utang seperti Laos mempunya ruang fiskal
yang terbatas untuk mengambil pinjaman yang baru. Beberapa risiko tambahan tersebut
menurut World Bank adalah yang berkaitan dengan lingkungan (misalnya, polusi dari lalu
lintas, kerusakan topografi dan hidrologi); dampak sosial yang merugikan (misalnya,
dampak pada kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan pekerja, demikian pula dengan
kekerasan berbasis gender); dan pemerintahan (misalnya, korupsi dan kegagalan dalam
procurement publik). Risiko-risiko ini dapat juga dilihat sebagai faktor-faktor internal Laos
yang memperkuat potensi ancaman debt-trap dan kekuasaan struktural Tiongkok di negara
tersebut.

Kesimpulan

Proyek infrastruktur berskala besar secara normatif memberikan manfaat ekonomi bagi
negara yang terlibat. Namun pertanyaan sering kali muncul ketika pendanaan untuk
pembangunan tersebut berasal dari utang yang sangat besar kepada sebuah negara
berpendapatan rendah dengan risiko debt distress yang tinggi. Ditambah jika pinjaman
dari negara kreditur tidak memiliki mekanisme institusional yang kuat untuk melindungi
keberlanjutan utang negara debitur. Penggambaran tersebut setidaknya tercermin dalam
studi kasus yang diangkat dalam penelitian ini yaitu proyek pembangunan TLR.

Penelitian ini berupaya untuk menganalisis potensi ancaman utang tidak
berkelanjutan, dimana negara peminjam berpotensi mengalami kesulitan untuk membayar
kembali bahkan berpotensi default karena persyaratan utang yang berat, yang kemudian
dikenal/sering disebut sebagai debt-trap djplomacy yang dilakukan oleh Tiongkok dalam
kerjasama pembangunan TLR. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat
disimpulkan bahwa Tiongkokhu dan Laos merupakan mitra kerja sama ekonomi yang relatif
erat. Relasi kedua negara kemudian dibawa pada tingkatan yang baru dimana melalui
ambisi Tiongkok mewujudkan visi BRI, dan keinginan pemerintah Laos yang sejak lama
ingin mentransformasi negara /and-locked menjadi /and-linked, dipertemukan dalam kerja
sama pembangunan proyek TLR yang menjadi proyek terbesar dalam sejarah
pembangunan di Laos hingga saat ini. Pendanaan proyek ini sebagian besar berasal dari
utang yang diberikan oleh pemerintah Tiongkok, yang kemudian menjadi salah satu faktor
munculnya isu debt-trap djplomacy. Ketika Tiongkok mampu menjadi penyedia kredit
utama bagi Laos, maka pengaruh Tiongkok dalam mengontrol ekonomi dan keputusan-
keputusan politik pemerintah Laos (setidaknya yang berkaitan dengan kepentingan
Tiongkok) akan sangat besar. Salah satu bentuknya dapat dilihat pada kontrol Tiongkok
atas pembangunan TLR sebagai perwujudan kekuasaan struktural Tiongkok pada aspek
keuangan, transportasi, dan kesejahteraan.

Meskipun Laos telah menerima berbagai rekomendasi kebijakan dari IMF maupun
The World Bank dan beberapa penelitian lainnya untuk menghindari atau mengurangi
beban utang negaranya, namun usaha tersebut tampaknya tidak akan menghalangi
pemerintah Laos untuk tetap mengeksekusi kebijakan nasionalnya yang dianggap akan
membawa kesejahteraan bagi negaranya. Penulis memandang bahwa hal ini tentu tidak
terlepas dari pengaruh Tiongkok yang jauh lebih kuat atas Laos dibandingkan dengan
lembaga-lembaga multilateral tersebut (tercermin setidaknya melalui utang dari Tiongkok
yang jauh lebih besar dari gabungan lembaga-lembaga multilateral. Oleh karena itu,
kepentingan Tiongkok yang sejalan dengan kepentingan transformasi land-linked Laos,
bagaimanapun tetap diwujudkan melalui kerjasama TLR terlepas dari berbagai
konsekuensi ekonomi-politik yang mengikutinya.
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